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BAB V 

PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Dari pembahasan yang telah dikemukakan dalam menjawab rumusan masalah 

pada bab-bab sebelumnya, berikut merupakan kesimpulan yang Penulis 

berikan: 

 Perbuatan yang dilakukan oleh PKL yang berdagang di zona merah, 

berdagang di zona kuning yang berjualan tidak sesuai dengan waktu dan 

tempat, dan bahkan berdagang zona hijau yang tidak sesuai dengan Perwal 

Kota Bandung tentang Penataan dan Pembinaan PKL merupakan bentuk 

tidak memperhatikan peraturan perundang-undangan yang merupakan 

kewajiban hukumnya pelaku (Rechtsplicht). Kewajiban hukum 

merupakan kewajiban berdasarkan hukum menurut pendapat umum saat 

ini, mencakup seluruh norma, baik tertulis dan tidak tertulis.94 

Sebagaimana penjabaran sebelumnya, perbuatan PKL tersebut telah 

memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur 

dalam Pasal 1365 KUH Perdata yaitu adanya suatu perbuatan melawan 

hukum; adanya kesalahan dari pihak pelaku; adanya kerugian bagi korban; 

dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Sehingga 

perbuatan PKL yang berdagang di zona merah, berdagang di zona kuning 

yang berjualan tidak sesuai dengan waktu dan tempat, dan bahkan 

berdagang zona hijau yang tidak sesuai dengan Perwal Kota Bandung 

tentang Penataan dan Pembinaan PKL tersebut dapat dikualifikasi sebagai 

perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata. 

 Walaupun dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, tidak 

diperlukan adanya hubungan kontraktual antara pihak yang dirugikan dan 

pihak yang menimbulkan kerugian, dan dalam hal perbuatan melawan 

hukum yang dilakukan oleh PKL di Kota Bandung merupakan perbuatan 

yang melanggar hak masyarakat umum dan telah memenuhi unsur-unsur 

                                                

 

 
94 Supra note 8, hlm. 42. 
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Pasal 1365 KUH Perdata, hal tersebut bukan berarti semua masyarakat 

umum di kota bandung dapat menggugat PKL karena perbuatan melawan 

hukum menurut Pasal 1365 KUH Perdata. Masyarakat yang dapat 

menuntut ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum harus pihak 

yang berkepentingan, dalam hal ini adalah masyarakat yang merasakan 

bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 

1365 KUH Perdata memang terpenuhi dalam pelanggaran hak yang 

dilakukan oleh PKL yang bersangkutan. 

 

2. Saran 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, berikut 

adalah saran yang Penulis berikan: 

1) PKL Kota Bandung diharapkan untuk lebih memperhatikan peraturan 

perundang-undangan terutama mengenai Perwal Kota Bandung tentang 

Penataan dan Pembinaan PKL sebagai aturan yang relevan, baik mengenai 

zona PKL maupun mengenai ketentuan tempat berdagang demi 

dipenuhinya hak masyarakat, juga ketertiban, kebersihan dan keindahan 

Kota Bandung. 

2) Salah satunya cara untuk memberikan informasi mengenai peraturan 

perundang-undangan mengenai ketentuan PKL kepada para PKL Kota 

Bandung adalah dengan dilaksanakan kegiatan penyuluhan hukum atau 

kegiatan penyebarluasan informasi hukum. Penyuluhan hukum tersebut 

dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, terutama 

PKL sehingga ketertiban dan ketaatan terhadap peraturan perundang-

undangan dapat terwujud dan meningkat. 

3) Dalam menegakkan hukum, Satuan Tugas Khusus PKL sebagai pihak 

yang berkepentingan dalam penataan dan pembinaan PKL diharapkan agar 

lebih tegas dan lebih baik melaksanakan tugasnya karena masih dapat 

dilihat PKL-PKL yang tidak sesuai. Hal tersebut dilakukan agar 

pelanggaran terhadap Perwal Kota Bandung tentang Penataan dan 

Pembinaan PKL menurun dan juga masyarakat yang dirugikan juga 

diminimalisir. 
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4) Salah satu cara yang dapat pemerintah lakukan untuk mengurangi PKL 

yang melanggar adalah diperlukannya pemberian relokasi tempat-tempat 

berdagang PKL yang baru dan strategis, yang efektif dan sesuai dengan 

keperluan masyarakat Kota Bandung, termasuk juga keperluan PKL. 

5) Mengingat juga bahwa Perwal Kota Bandung tentang Penataan dan 

Pembinaan PKL Pasal 39 sampai 42 mengatur mengenai sanksi bagi 

pembeli yang ikut serta membeli di PKL yang berdagang di zona merah 

dan zona kuning yang tidak sesuai dengan peruntukan waktu dan tempat, 

masyarakat umum di Kota Bandung diharapkan untuk tidak menyokong 

ataupun ikut serta membeli dagangan PKL yang melanggar tersebut. 
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